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PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOM OR : 0 l TAHUN 2008 

T ENT:\NG 

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAI-I PIMPINAN DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

DENGAN :{AHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

a. bahwa d~II~lIl1 rangk:\ kcl.mcaran clan tcrtib pcnyclcnggaraan 
pcrncrintah, pcmbangunan dan kcmasyarakatan scrta tcrciptanya 
kondisi yang kondusif dan terpcliharanya stabilitas di Kabupaten 
Lampung Timur, liipandang perlu dilakukan kerjasama all tara 
Aparatur - aparatur Pernerintah di Daerah melalui Forum 
Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

b.	 bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir a tersebut diatas dapat 
berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan oerhasilg.ma, 
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 1.	 Undang undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabuapaten Dati n Lampung Timur 
dan Kotarnadya Dati II Metro (Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 
46, Tambahan Lernbaran Negara Nomor : 3825) ; 

2.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan 
Lcmharan Ncgara NomOI" : 4437); 

'I	 lilldallg 1I11lbng Nomor .n T:t111111 2()()-l k'll(;1I1g 1l,,:rill1h:1I1g:nl 

Kcuaugan AI11:\r:l Pcmcriutuh l'usa! d:lll Dacruh (Lciubaran Ncgarn 
Tahuu 2()()L~ Nnl110r 12(). Tambahan I.crnbarnn Ncgarn Nomor ·-1-43X); 

fl.	 1\'r:1I1Ir:1Il l'cmcri.u.ih NOIlHlr ()() Tahun 1()gg ICIlI:1Il1', Koordinasi 
l"':'cgi:l[:111 111SI~lIlsi Verlik:J! di I):ler:t!I; 

5.	 Pcraturan Pcrncrintah Nornor 41 Tahun 2007 tcntang Organisasi 
Pcrangkat Dacr.ih: 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 teruang 
Pedornan Tcknis Penataan Organisasi Pcrangkat Daerah; 

7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pernerintahan Daerah; 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah, 
Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur; 
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Mcnciapkan 

MEMUTUSKAN:
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMlfR TENTANG 
PENYEl ENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH 
KABlJPATF:N LAMPlJNG TIMlJR 

BABI 

K[TC~TUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam pcraturan ini yang dimakxud dcngan : 

I.	 Daerah adalah Kabupatcn l.ampung Timur. 

J	 Musyawara': Pimpin.m Dacrah yang sclanjutnya discnut MUS\1ida 
adalah Musyuwarah Pimpinan J)acr,lh Kabupatcn Lampung 'limur. 

J.	 Bupat] adalah Bupati l.ampung Timur. 

4.	 Wukil Bupati adaluh Wakil l~lIpati l.ampung Timur. 

5.	 Kctua Dewan l'crwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut 
Kctua IWRl) adalah Kctuu Dewan Pcrwakilan Rakyal Daerah· 
Kabupaten l.arnpung Timur. 

6.	 Komandan Distrik Militer 0411 yang selanjutnya disebut Dandim 
0411 adalah Komandan Komando Distrik Militer 0411 yang wilayah 
kerjanya meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan 
Kabuoatcn l.ampung Timur. 

7,	 Kopala Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Kapolres udalah 
Kepala Kcpolisian Resort Kabupatcn Lampung Timur. 

8.	 Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah 
Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana. 

9.	 Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Sukadana 
Kabupatcn I.ampung Timur. 

10. Sckrctaris Dacrah adulah Sckrcturis Dacrah Kabupatcn Lampung 
'Ii 111111'. 

I I. Anggota tctap adalah Anggoia 'lciap Muspida Kabupatcn Larnpung 
Tirnur yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandirn, 
dam Kajari yang wajib hadir pada sctiap pcnyelcngaraan pcrtemuan 
Muspida. 

12. Anggota	 tidak tetap adalah Anggota Tidak Tetap Muspida 
Kabupatcn Larnpung Timur yang tcrdiri dari Kctua DPRD 
Kabupaten Lampung Timur dan Kctua Pengadilan Negeri Sukadana 
yang keikutsertaannya dalam pertemuan Muspida hadir apabila 
diperlukan. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN MUSPIDA 

Pasal2 

Muspida adalah suatu Forum Musyawarah Pimpinan Daerah yang 
bcrsifat konsultatif dan koordiuatif antara Bupati dcngan Kapolres, 
I):lIldilll, Kajari, dan Apar..Iur PCI11LTinUdl lainnya eli Dacrah dalam 

rangka mcncgakkan dan n.cmclihara stabilitas IPOU~KSOSnlJD 

I I/\NKi\M di 1):ll'r:lll. 



Pasnl J 

Tujuan penyelenggaraan Muspida adalah : 

a.	 Menjalin hubungan kerja dengan instansi Vertikal di Daerah dan 
semua perangkat daerah; 

b.	 Melaksanakan kehidupan demokrasi dan menjaga etika, nonna 
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta untuk melaksanakan 
prinsip tata pcmcrintahan yang bersih dan baik eli Kabupaten 
Lampung Timur; 

c.	 Mcngkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan 
pelaksnnaan tugas Aparatur Pernerintah di Daerah secara berdaya 
buna dan bcrhasil guna: 

d.	 Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan 
kctcntraman dan ketcrtiban dalam masyarakat serta menentukan 
langk'lh - hll1gk,lh yang dipandang pcrlu, baik yang bcrsifat 
pcnccgahan m.iupun pcnangguluugannya; 

c.	 Mcnc.itukan system dan tara cam pcngarnanan pclaksanaan 
kcbijaksanaan / program pcmcrintah guna mcwujudkan stabilitas 
IPOL:-:KSOSnL I]) I[ANKAM dalam rangka mcnsukscskan 
pcm ban gu ua11. 

Pasal4 

(1)	 Rapat Koordinas: Muspida dipimpin oleh Bupati. 

(2)	 Rapat Koordinasi Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diselenggarakan sekurang - kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan 
atau sewaktu - waktu apabila diperlukan. 

(3)	 Setiap Rapat Koordinasi Muspida harus dihadiri / eliikuti oleh 
Anggota Tetap dan Sekretaris Muspida tanpa berwakil, kecuali 
dalarn hala -- hal tcrtcntu Rapat Koordinasi Muspida juga dihadiri 
oleh Anggota Tidak Tetap. 

(4) Apabila	 karcna SCSL;atu hal, Anggota Tidak Tctap tidak dapat 
menghadiri / mengikuti Rapat Koordinasi Muspida, maka pejabat 
yang bcrsangkutan mcnugaskan / rucnunjuk pcjabat lain pada 
Instansinya untuk menghadiri / rnengikuti Rapat Koordinasi Muspida 
Tcrscbut. 

Pasal S 

Pcn.iasalahan yang dimusyawnrahkan dalam forum Muspida adalah 
yang mempunyai bobot ian nilai strategis dalam rangka mewujudkan 
dan mernelihara stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM dan 
pembangunan di daerah tujr.an penyelenggaraan Muspida dan peran 
masing - masing anggota. 



Pusal 6 

(I)	 Rapat Koordinasi Muspida dilaksanakan atas dasar azas gotong 
royong dcngan sikap dan suasana kekeluargaan serta mcnjaga dan 
meningkatkan saling pengertian segcnap pescrta Rapat Koordinasi 
Muspida. 

(2) Pangkal	 tolak Rapat Koordinasi Muspida sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan 
segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas 
sebag.iimana dimaksud dalarn tujuan dilaksanakannya Muspida 
schagaimana dimaksud pada pasal :;. dcngan sclalu mcngutamakan 
kCPClltillg~1ll naxioual .uau kcpcniingun UIl1111l1 diantara kcpcntingun 

. .
maS1l1g - masmg. 

Pasal i 

(I)	 Pimpinan Rapat Koordinaxi Muspida mcncmpuh scgala 
kcbiiakxanaan 1I11[lIk dillX\[ IllL'IlC;II)~\i pcmufakatan d~\n kcbulalan 
pcndapat. 

(2)	 Anggola Muspida bcrtauggungjawab untuk mclaksanakan hasil 
Rapat Koordinasi Muspida. 

Pasal8 

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Skretaris 
Muspida, yang mernpunyai tugas sebagai berikut : 

a.	 Membantu Bupati dalam mewrjudkan kelancaran Rapat Koordinasi 
Muspida; 

b.	 Mcmpcrsiapkan agenda pcrtcruuan Rapat Koordinasi Muspida dan 
mcnycdiakan bahan ~ bahan yang bcrkaitan dcngan agenda 
pcrtemuan tersebut; 

c.	 Menyususn dan menghimpun hasil pertcmuan Rapat Koordiuasi 
Muspida; 

d.	 Mcndistribusikan hasil pcrtcmnan kcpada Instansi tcncait melalui 
Sckrc(;lri,ll Muxnida: 

e.	 Memantau tindak lanjut hasil pcrternuan Rapat Koordinasi Muspida 
dan mclaporkun hasilnya kcpada Bupaii. 

Pasal9 

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Muspida, dibentuk 
Sekretariat Muspida yang keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Sekretaris Muspida. 

Pasal 10 

Sekretariat Muspida sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas 
scbagai berikut : 

a.	 Mcnerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan 
IXlcb cmpat kritcri», vaitu : 



I)	 Pcng;I111<lll<lll kcbijaksuuaan l'cmcrintah IlUS;ll / l'cmcrintuh 
I);~cr;dl hcrS;\lll;\- sarna instans: tcrkait: 

:2)	 Pcnang;lIlan dau 11l'llg;\nl,\n;ln tcrhadap masalah mnsalah y,\ng 

aktual dan knc<;;dl;\11 musyurakut sccara dini; 

3)	 Masalah -- masalah yang tcrkait dcngan pernikiran / gagasan 
unluk mcncntukan kcbijnksanaan yang akan datang; 

4)	 Mnsalah mcnonjol yang bcrkcmbang yang pcrlu scgcra 
ditangani; 

b.	 Menyiapkan bahan pertemuan Rapat Koordinasi Muspida dengan 
mcneliti bobot permasalahannya: 

c.	 Merumuskan bahan pertcmuan :(apat Koordinasi Muspida untuk 
diserahkan kepada Sekretaris \lusnida; 

d.	 Menyusun dan menyebarluaskan hasil Pertemuan Rapat Koordiuasi 
Muspida; 

e.	 Mengclola anggaran biava yang diperlukan dalam kegiatan Rapat 
Koordinasi Iv1 uspida. 

BAB III 

PE\;1BIAYAAN 

Pasal 11 

(1) Kepada	 Anggota \luspida dan anggota Sekretariat Muspida 
diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Biaya yang dikeluarkan Ialam rangka pelaksanaan Peraturan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampung Tirnur. 

BABIV 

PE01UTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Larnpung 
Timur Nomor 11 Tahun 2005 tcntang Pcnyclcnggaraan Musyawarah 
Pimpinan Dacrah Kabupatcn Larnpung Timur bcscrla perubahannya 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 13 

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan 1111 sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku 
Sekretaris Muspida. 



Pas~11 14 

Pcraluran ini I11UI~li bcrluku sejak langga! diundangkan chill bcrlaku smut 
scj;]k l~lngg;J1 0 1 .I'II]U~lI·i 200X, ,Ig;lr xctiap orang mcngclahuinya 

rncmcrintahkan Pcngundangan Pcraturan ini dcngan pcncmpatannya 
dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Lampung Timur. 

Ditetapkan di: S II k a dan a 
pada tanggal: ':1, JO(\uoci 2008 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

SATONO
 

SEKRETARIS DAERAII 
V..ABUPATEN LAMPUNG IIMUR, 

Diundangkan di Sukadana 
pada langgal 2> jOtllJOf\' 200X 

I WAYAN SlJTARJA, 

BERIIA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TAHUN 2008, NOMOR o: 


